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ABSTRAK

Peredaran psikotropika selama ini khususnya di Indonesia telah menjadi
suatu kenyataan, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk
kepentingan kesehatan tetapi justru jauh daripada itu yakni dijadikan sebagai
objek bisnis dan bahkan berdampak pada kegiatan yang merusak mental, fisik dan
psikis. Kenyataan yang demikian, menjadikan suatu latar belakang penegakan
hukum terhadap psikotropika yang didasarkan pada suatu asumsi bahwasanya
terdapat adanya korelasi antara para pengkomsumsi dengan sikap yang
ditimbulkannya antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung
memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Pemerintah mengeluarkan
peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut
diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Sebelumnya Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang narkotika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris dan normatif.
Penelitian yuridis normatif ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal.
Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui data primer dan data skunder.
Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library reseach) yang
bersumber buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan
lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika.

Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Polsek Medan Baru
pada umumnya karena beberapa faktor, seperti untuk membuktikan keberanian
dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya atau menunjukan tindakan
menentang orang tua, guru dan norma sosial, bahkan ada yang hanya ingin
mengisi kekosongan hidup.

Kepolisian Sektor Medan Baru melakukan penanggulangan tindak Pidana
Psikotropika seperti melakukan kerjasama diantara aparatur penegak hukum
lainnya. Dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan
pendekatan pre-emtif, komunikatif melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum.

Berkaitan peran serta masyarakat dalam mencari informasi dan
memberikan informasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika
tidak mengedepankan pendekatan yang berbasis masyarakat dan tidak ada
jaminan perlindungan terhadap masyarakat, tidak diatur secara tegas dalam
Undang-undang Psikotropika.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Psikotropika, Undang-Undang Narkotika
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BABI

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang besar, juga tidak terlepas dari cengkeraman
narkotika. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk
mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya Peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengaturan psikotropika dilihat dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1997,
adalah bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan keschatan dan
atau ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta
pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Psikotropika, bila dilihat dalam
Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat,
haik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas
pada aktivitas mental dan perilaku.'

Peredaran psikotropika selama ini khususnya di Indonesia telah menjadi

suatu kenyataan, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk

* Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pengertian psikotropika
tersebut, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat
Cibidang  pengobalan atau  digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan serla  berguna
pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain, penggunaan psikotropika dapat menimbulkan
ketergantungan yang sangat dirugikan apabila pemakaiannya tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat
d=n seksama.
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kepentingan keschatan tetapi justru jauh daripada itu yakni dijadikan sebagai
objek bisnis dan bahkan berdampak pada kegiatan yang merusak mental, fisik dan
psikis. Kenyataan yang demikian, menjadikan suatu latar belakang penegakan
hukum terhadap psikotropika yang didasarkan pada suatu asumsi bahwasanya
terdapat adanya korelasi antara para pengkomsumsi dengan sikap yang
ditimbulkannya antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung
memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Indonesia mempunyai
kewajiban untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan
penyalahgunaan psikotropika melalui aparat penegak hukumnya. Kuantitas tindak
pidana psikotropika, semakin hari semakin meningkat baik dari pelaku maupun
dari korbannya, disebabkan sistem tata nilai masyarakat telah terjadi pergeseran,
baik dilingkungan kehidupan rumah tangga, sckolah maupun lingkungan sosial
l;-.hm)-'u.z

Menurut hasil pengamatan yang ada baik melalui media elektronik
maupun media massa, bahwa pihak pecandu psikotropika bukan hanya terdapat
para remaja, orang dewasa bahkan terhadap anak-anak. Hal ini disebabkan,
“pertama, menyangkut prestise atau kebanggaan dan atau sekedar ingin tahu,
kedua, kondisi lingkungan kehidupan keluarga yakni lemahnya komunikasi antara

anak dengan orang tua dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak. Ketiga,

* Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakara, 2005, halaman 11.
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